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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah 

dijabarkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok penelitian 

sebagai berikut. 

1. Kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi 

yaitu: 

a. Terdakwanya sudah tidak ditemukan lagi. Terdakwa sudah dipanggil 

secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa tetap tidak hadir 

dipersidangan dan akan tetap diputus secara in absensia. 

b. Eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim menjadi terhambat karena harus 

menunggu terdakwa sampai ditemukan. 

c. Proses beracara menjadi lambat karena hal ini bertentangan dengan asas 

peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. 

2. Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang 

melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaannya yaitu: 

a. Sanksi pidananya berupa pidana penjara selama 10 bulan sesuai dengan 

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo. 

Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer 

b. Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan Pasal 

26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer 
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c. Prajurit TNI yang hanya dikenakan pidana penjara, maka akan dieksekusi 

di lembaga pemasyarakatan militer.  

d. Prajurit TNI yang dikenakan pidana penjara dan pidana tambahan berupa 

pemecatan dari dinas militer, maka eksekusi akan dilakukan di lembaga 

pemasyarakatan umum yang tentunya putusan hakim tersebut harus sudah 

berkekuatan hukum tetap. 

B. Saran 

Sesuai dengan judul yang diambil dan melihat kasus dilapangan mengenai 

desersi yang dilakukan oleh anggota TNI serta putusan yang sudah dijatuhkan 

oleh hakim terhadap terdakwa, penulis masih melihat beberapa hal yang 

diperbaiki, yaitu: 

1. Putusan pengadilan militer terhadap kasus desersi yang terdakwanya tidak 

ditemukan sehingga diputuskan secara in absensia. Menurut penulis terhadap 

terdakwa harus tetap dicari dengan dibuatkan Daftar Pencarian Orang untuk 

menghindari tindak pidana yang mungkin dilakukan anggota TNI tersebut 

yang pastinya akan mencoreng eksistensi TNI sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat. 

2. Perlunya dilakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap kedisiplinan, 

memberikan pendidikan untuk kemampuan akademis, keagamaan, dan 

keterampilan lainnya agar memberdayakan kehidupan perekonomian mereka 

dalam rangka memenuhi kehidupan mereka. 
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3. Diupayakan agar setiap prajurit TNI untuk memahami dan menerapkan Sapta 

Marga dan Sumpah Prajurit dalam kehidupan sehari-hari dengan cara 

mematuhi aturan hukum yang berlaku.  
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